
 

 

 

 

BUPATI DEMAK 

PERATURAN BUPATI DEMAK 

   NOMOR 40 TAHUN 2014 

 

TENTANG 

  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 22 TAHUN 2014 

TENTANG IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 

DI KABUPATEN DEMAK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA 

 

BUPATI DEMAK, 

Menimbang : a. bahwa  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan juncto Peraturan Gubernur Jawa 

Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian 

Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat di 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan 

Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2014 tentang 

Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten 

Demak; 

b. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 

180/010665 Perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Bupati 

Demak tanggal 21 Oktober 2014, Peraturan Bupati Demak 

Nomor 22 Tahun 2014 tentang Izin Operasional Pusat 

Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Demak perlu 

disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah 

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin 

Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat di 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak 

Nomor 22 Tahun 2014 tentang Izin Operasional Pusat 

Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Demak; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek 

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4431); 

 

SALINAN 



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);                                                 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5063); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Dati II Semarang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);                                      

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang 

Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3637);          

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem 

Kesehatan Nasional; 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

741/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Kesehatan di Kabupaten/Kota; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah 

Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di 

Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak 

Tahun 2008 Nomor 6); 



15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pemberian Izin Operasional Pusat 

Kesehatan Masyarakat di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa 

Tengah; 

16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat 

Kesehatan Masyarakat; 

17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan 

Nasional; 

18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

455/MENKES/SK/XI/2013 tentang Asosiasi Fasilitas 

Kesehatan; 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 22 TAHUN 2014 

TENTANG IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN 

MASYARAKAT DI KABUPATEN DEMAK. 

 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 22 

Tahun 2014 tentang Izin Operasional Pusat Kesehatan 

Masyarakat di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten 

Demak Tahun 2014 Nomor 22) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 4 Ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 4 

 

(1) Setiap Puskesmas wajib memiliki izin operasional. 

(2) Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 

(1) diberikan oleh Bupati atas pengajuan Kepala Dinas 

Kesehatan Kabupaten. 

(3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

diperlukan sebagai persyaratan, seleksi, dan 

kredensialing untuk dapat melakukan kerjasama dengan 

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan. 

 

2. Bagian Kedua dihapus. 

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 12 

 

(1) Pengajuan izin operasional Puskesmas harus memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. 



(2) Pengajuan izin operasional Puskesmas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten melakukan telaah 

administrasi berkas pengajuan izin operasional Puskesmas. 

(4) Izin Operasional Puskesmas diajukan oleh Kepala Dinas 

Kesehatan Kabupaten kepada Bupati. 

 

Pasal II 

 

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 

a. Puskesmas yang telah memiliki izin operasional 

berdasarkan Peratuan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 

2014 tentang Izin Operasional Pusat Kesehatan 

Masyarakat di Kabupaten Demak, tetap berlaku sampai 

dengan habis berlakunya izin operasional. 

b. Puskesmas yang sedang dalam proses pengajuan izin 

operasional dan telah memenuhi persyaratan diberikan 

izin operasional berdasarkan Peraturan Bupati Demak 

Nomor 22 Tahun 2014 tentang Izin Operasional Pusat 

Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Demak. 

 

2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak. 

 

 

 

Ditetapkan di Demak 

pada tanggal 5 Desember 2014 

 

                    BUPATI DEMAK, 

 

     ttd 

MOH. DACHIRIN SAID 

 

 
Diundangkan di Demak 

pada tanggal 5 Desember 2014 
 

        Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, 
 
 ttd 

                             SINGGIH SETYONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014 NOMOR 41 
 
 

NO JABATAN PARAF 

1 Plt. SEKDA  

2 ASISTEN II  

3 KABAG HUKUM  

4 KA DINKES  


